SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 03/HK.03.1/3518/2022

TENTANG
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Menimbang

a.

bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa
dalam rangka untuk memastikan program mikro
serta monitoring dan evaluasi atas
implementasinya, setiap kementerian/lembaga/
pemerintah daerah dapat membentuk Tim
Reformasi Birokrasi di internal
kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
314/0ORT.07-Kpt/01/KPU/V /2021 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan
reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Nganjuk perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten




Mengingat

Nganjuk tentang Penetapan Rencana Aksi
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
320), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun
2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 441);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun
2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
612 /0ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum
Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V /2021 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NGANJUK TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN
2022.
Menetapkan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi
Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk
Tahun 2022 sebagaiman tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
Penetapan kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
tersebut bertujuan antara lain:

1. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi
birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Nganjuk;

2. Semua unsur berkewajiban baetanggungjawab
untuk melaksanakan rencana aksi tersebut

secara kordinatif dan bertanggungjawab;



3. Menciptakan birokrasi di KPU Kabupaten
Nganjuk yang profesional dengan
berkarakteristik tinggi, berdedikasi, melayani
publik, netral, dan memegang teguh nilai-nilai
dasar dan kode etik aparatur negara;

4. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan
sistem manajemen sumber daya manusia yang
profesional di lingkungan KPU Kabupaten
Nganjuk.

KETIGA : Biaya berkenaan diterbitkannya Keputusan ini
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggan
(DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Nganjuk.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai
dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan

perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 25 Januari 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

PUJIONO

-~ Salinan sesuai dengan aslinya
3¢ iat




LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 03/HK.03.1/3518/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

NO. | AREA PERUBAHAN KEGIATAN SUB KEGIATAN KBBBR AL AN PELAKSANAAN (BULAN KET.
1/2/3|4|5 |6 |7 |8[09|10[11]12
1 2 3 4 5 6|7|8|9o]10]11]12]13]14]15] 16|17 | 18

Manajemen Perubahan

1. Rencana Reformasi Birokrasi

1. Pembentukan Tim
Reformasi Birokrasi

Terbentuknya SK Tim
Reformasi Birokrasi
dan Tim Agen
Perubahan

2. Pembangunan
komitmen bersama
seluruh elemen KPU
Kabupaten Nganjuk
untuk melaksanakan
Reformasi Birokrasi

Terlaksananya
kegiatan kick-off yang
diikuti seluruh elemen
(pegawai) KPU
Kabupaten Nganjuk

3. Pelaksanaan Focus
Group Discussion (FGD)

perencanaan prioritas dari

8 Area Perubahan

Rencana Aksi
Tahunan Reformasi
Birokrasi KPU
Kabupaten Nganjuk

2. Pelaksanaan Manajemen

Perubahan

1. Sosialisasi Reformasi

Birokrasi melalui media,

kepada pihak internal
maupun eksternal

Tersedianya media
sosialisasi reformasi
birokrasi




INDIKATOR PELAKSANAAN (BULAN
NO. | AREA PERUBAHAN KEGIATAN SUB KEGIATAN KET.
KEBERHASILAN 1|2 5|6 |7|8|9|10]|11]12
1 2 3 4 5 6|7 1011121831415 ]16] 17| 18

2. Pendokumentasian
kegiatan reformasi
birokrasi di lingkungan
KPU Kabupaten Nganjuk

Tersedianya informasi
reformasi birokrasi
pada media sosial KPU
Kabupaten Nganjuk

3. Penyelenggaraan
integritas di lingkungan
KPU Kabupaten Nganjuk
dengan penandatanganan
dan pelaporan LHKPN

100% Pelaporan
LHKPN

4. Penyelenggaraan
integritas di lingkungan
KPU Kabupaten Nganjuk
dengan penandatanganan
dan pelaporan LHKASN

100% Pelaporan
LHKASAN

5. Pelaksanaan
menajemen potensi
benturan kepentingan di
lingkungan kerja KPU
Kabupaten Nganjuk

a) Surat Pernyataan
Potensi Benturan
Kepentingan

b) Surat Pernyataan
Bebas Benturan
Kepentingan

3. Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan

1. Monitoring dan evaluasi
6 bulanan rencana aksi
reformasi birokrasi

Tersedianya dokumen
evaluasi rencana aksi
reformasi birokrasi

2. Pengisian Lembar Kerja
Evaluasi Unit (Penilaian
Mandiri)

Tersedianya dokumen
Lembar Kerja Evaluasi
Unit




NO. | AREA PERUBAHAN KEGIATAN SUB KEGIATAN K];gEDlI!KHig‘I)fAN PELAKSANAAN (BULAN KET.
12 S|/ 6 | 7|89 10|11 |12
1 2 3 4 5 6|7 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 18
3. Pelaporan Lembar Kerja | Terlaksananya
Evaluasi kepada Tim Pelaporan Lembar
Pengarah dan KPU Kerja Evaluasi (LKE)
Provinsi Jawa Timur yang tepat waktu
2 Penataan Peraturan 1. Identifikasi Produk Hukum 1. Pemetaan Produk Adanya data lengkap
Perundang- yang menjadi kewenangan KPU | Hukum yang telah terbit dan arsip seluruh
Undangan(Produk Kabupaten Nganjuk di Lingkungan KPU produk hukum di
Hukum)/Deregulasi Kabupaten Nganjuk lingkungan KPU
Kebijakan Kabupaten Nganjuk
2. Sistem Pengendalian dalam 1. Pembuatan SOP dalam | SOP dalam
Penyusunan Produk Hukum di | penyusunan, perubahan penyusunan dan
Lingkungan KPU Kabupaten Produk Hukum di perubahan Produk
Nganjuk Lingkungan KPU Hukum di Lingkungan
Kabupaten Nganjuk KPU Kabupaten
Ngnajuk
3. Manajemen Jaringan 1. Pengelolaan JDIH di Dapat diaksesnya
Dokumentasi dan Informasi Lingkungan KPU JDIH KPU Kabupaten
Hukum Kabupaten Nganjuk Nganjuk
3 Penataan dan 1. Reorganisasi 1. Penyusunan struktur
Penguatan Organisasi organisasi sesuai dengan Struktur organisasi
PKPU No 14 Tahun 2020 sesuai PKPU No 14
Tahun 2020
2. Evaluasi Organisasi 1. Focus Group Discussion | Dokumentasi
(FGD) Evaluasi Organisasi | pelaksanaan dan hasil
evaluasi organisasi
4 | Penguatan Tata 1. Peningkatan tata laksana 1. Pemetaan dan Terbentuknya proses
Laksana proses bisnis serta SOP di penyusunan proses bisnis | bisnis dan SOP di

lingkungan KPU Kabupaten
Nganjuk

dan SOP di lingkungan
KPU Kabupaten Nganjuk

lingkungan KPU
Kabupaten Nganjuk




2. Evaluasi proses bisnis
dan SOP di lingkungan
KPU Kabupaten Nganjuk

Terlaksananya
evaluasi proses bisnis
dan SOP dan rencana
tindak lanjut terhadap
hasil evaluasi

2. Penyelenggaraan
keterbukaan informasi publik

1. Pembetukan tim
pengelola informasi publik
(PPID)

Terbentuknya struktur
pengelola PPID

2. Pengelolaan PPID di
lingkungan KPU
Kabupaten Nganjuk

Presentase permintaan
informasi yang dapat
dipenuhi

3. Survei kepuasan
terhadap pelayanan PPID

Presentase tanggapan
postif dari pemohon
informasi

3. Implementasi Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) di
lingkungan KPU Kabupaten
Nganjuk

1.Penggunaan aplikasi di
lingkungan

Jumlah aplikasi yang
digunakan di
lingkungan KPU
Kabupaten Nganjuk

4. Penerapan sistem kearsipan
yang handal

1. Pengelolaan kearsipan
di lingkungan KPU
Kabupaten Nganjuk yang
efektif

Tersusun dan
terdokumentasikannya
arsip di lingkungan
KPU Kabupaten
Nganjuk




Penguatan Sistem
Manajemen SDM ASN

1. Pembangunan Sistem Merit

1. Penerapan pengukuran
kinerja individu

Tersusunya SKP setiap
ASN di lingkungan
sekretariat KPU Kab
Nganjuk

2. Penerapan assesment
untuk pertimbangan
pengembangan karir
pegawai

Data peserta yang
mengikuti assesment

3. Penerapan disiplin dan
kode etik penyelenggara
pemilu

Penurun jumlah
pelanggaran pada
tahun berjalan
dibandingkan dengan
tahun sebelumnya

4. Perencanaan
kebutuhan/ penambahan
jumlah pegawai baik ASN
maupun Non ASN
menggunakan Analisa
Beban Kerja (ABK)

Tersedianya dokumen
Analisis Beban Kerja

5. Pengembangan pegawai
berbasis kompetensi

Jumlah pegawai yang
mengikuti
pengembangan
kompetensi (diklat
keahlian, e-learning,
dsb)




6. Implementasi Standar
Kompetensi Jabatan

Setiap Jabatan sudah
memiliki Standar
Kompetensi Jabatan

7. Pengisian Sistem
Informasi Kepegawaian

Data kepegawaian
yang mutakhir di
lingkungan KPU Kab
Nganjuk.

2. Profesionalisme ASN

1. Pengembangan jabatan
fungsional di lingkungan
KPU Kab Nganjuk

Jumlah pegawai yang
sudah menempati
posisi jabatan
fungsional

Penguatan
Akuntabilitas Kinerja

1. Penguatan sistem
akuntabilitas instansi
pemerintah

1. Penyususnan dan
penetapan renstra satuan
kerja

Renstra Satuan Kerja

2. Reviu renstra sataun
kerja

Renstra Hasil Reviu




3. Penetapan Kinerja
dengan menerapkan
reward and punishment

1. Adanya dokumen
penetapan Kinerja
hingga level Eselon IV
2. Presentase Capaian
kinerja merupakan
unsur pemberian
Reward & Punishmet
3. Peta strategis yang
mengacu pada kinerja
utama (Kerangka Logis
Kinerja) organisasi dan
dijadikan dalam
penentuan kinerja
seluruh pegawai




4. Penyelenggaraan

anggaran yang efektif dan

efisien

1. Adanya Program
dan kegiatan:

1) Jumlah program
2) Jumlah kegitan
3) Jumlah program
yang mendukung
tercapainya kinerja
utama organisasi

4) Jumlah kegiatan
yang mendukung
tercapainya kinerja
utama organisasi

2. Persentase sasaran
Kinerja:

1) Jumlah Sasaran
Kinerja

2) Jumlah Sasaran
Kinerja yang tercapai
100% atau lebih

3. Persentase
Anggaran

yang berhasil
direfocussing untuk
mendukung
tercapainya kinerja
utama organisasi:

1) Jumlah anggaran
total

2) Jumlah anggaran
yang berhasil
direfocusing

5. Pemanfaatan aplikasi

terintegrasi untuk
menciptakan efektifitas
dan efisiensi anggaran;

Adanya aplikasi
terintegrasi telah
dimanfaatkan untuk
menciptakan
efektifitas dan efisiensi
anggaran




6. Pengukuran Capaian Presentase Capaian
Kinerja Unit/Satuan Kerja | kinerja di lingkungan
KPU Kab Nganjuk

7. Evaluasi Capaian 1. Adanya rencana
Kinerja Unit/Satuan Kerja | tindak lanjut dan
pelaksanaan tindak
lanjut atas evaluasi
capaian kinerja
unit/satuan kerja
2. Reviu Lakip

8. Pelaporan Kinerja Pelaporan LAPKIN
yang tepat waktu
2. Pengelolaan akuntabilitas 1. Pemutakhiran data Terisinya dan
kinerja kinerja di aplikasi e- termutakhirnya data
Lapkin lapkin pada aplikasi e-
Lapkin
2. Pelatihan SDM Jumlah pegawai
pengelola akuntabilitas pengelola
kinerja akuntabilitas kinerja

yang memperoleh
pelatihan
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3. Pengembangan jabatan
fungsional yang terkait
akuntabilitas kinerja

1) JF Analis Pengelolaan
Keuangan

2) JF Pengelola Pengadaan
Barang dan Jasa

3) JF Perencana

1. Presentase
pengelola keuangan
yang berstatus JF
Analis Pengelola
Keuangan

2. Presentase
pengelola barang dan
jasa yang berstatus JF
Pengelola Pengadaan
Barang dan Jasa

3. Presentase
Pengelola perencanaan
yang berstatus JF
Perencana

7 Penguatan
Pengawasan

1. Pembangunan Zona
Integritas

1. Sosialisasi Zona
Integritas

Jumlah sosialisasi

2. Simulasi Perencanaan
Zona Integritas

Nilai simulasi
pengajuan Zona
Integritas

3. Monitoring dan evaluasi

Pelaksanaan tindak
lanjut hasil; evaluasi

2. Pelaksanaan Pengendalian
Gratifikasi KPU

1. Pembentukan Unit
Pengendalian Gratifikasi

Adanya Unit
Pengendalian
Gratifikasi di Satuan
Kerja




-11-

2. Pembangunan

komitmen dan Diseminasi

atas peraturan gratifikasi;

1. Adanya alat
sosialisasi di
lingkungan
unit/satuan kerja.

2. Adanya sosialisasi
gratifikasi di
lingkungan
unit/satuan kerja;

3. Tanda tangan
komitmen anti
gratifikasi di
lingkungan
unit/satuan kerja;

4. Kasus gratifikasi 0%

3. Public Campaign Anti
Gratifikasi;

Adanya alat sosialisasi
anti gratifikasi kepada
stakeholder eksternal;

4. Penanganan
Pengaduan Gratifikasi

1. Jumlah pelaporan
gratifikasi;

2. Jumlah pelaporan
gratifikasi yang
ditindaklanjuti; dan
3. Jumlah pelaporan
gratifikasi yang telah
selesai;
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5. Monitoring, evaluasi,
pelaporan dan
pelaksanaan tindak lanjut
atas pelaksanaan Sistem
pengendalian gratifikasi

1. Laporan
pengendalian
gratifikasi

2. Tindak lanjut
Pengendalian
gratifikasi yang sudah
dilaksanakan

3. Pelaksanaan Whislte Blowing
System KPU

1. Pengelolaan WBS di
lingkungan Unit/Satuan
Kerja

1. Pengelolaan WBS di
lingkungan
Unit/Satuan Kerja

2. Jumlah Pelaporan
WBS yang sedang
proses

3. Jumlah Pelaporan
WBS yang telah
ditindaklanjuti

2. Monitoring, Evaluasi,
Pelaporan dan Tindak
Lanjut Pengelolaan WBS
di lingkungan
Unit/Satuan Kerja

Laporan pengelolan
WBS di lingkungan
unit/satuan kerja.

4. Peningkatan SPIP di
lingkungan unit/satuan kerja

1. Pembangunan Sistem
Pengendalian Interen
Pemerintah (SPIP) di
lingkungan Unit/Satuan
Kerja

Adanya tim SPIP
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2. Pelaksanaan SPIP:

1) Lingkungan
pengendalian

2) Penilaian risiko

3) Kegiatan pengendalian
4) Informasi dan
komunikasi

5) Pemantauan
pengendalian intern

Terselenggaranya:
1) Lingkungan
pengendalian

2) Penilaian risiko
3) Kegiatan
pengendalian

4) Informasi dan
komunikasi

5) Pemantauan
pengendalian intern

3. Monitoring, Evaluasi,
Pelaporan dan Tindak
Lanjut Pengelolaan SPIP.

Pelaporan SPIP dan
Kartu Kendali tepat
waktu

5. Penanganan pengaduan
masyarakat KPU

1. Pembangunan Sistem
Pengaduan masyarakat di
Lingkungan Unit/Satuan
kerja

Tersedianya sarana
penyampaian
pengaduan, dapat
melaui telepon, sms,
WA, datang langsung,
aplikasi pengaduan
masyarakat dsb;

2. Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat di
Lingkungan Unit/Satuan
kerja;

1. Jumlah Pengaduan
Masuk;

2. Jumlah Pengaduan
Berproses; dan

3. Jumlah Pengaduan
Selesai Ditindaklanjuti
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3. Monitoring, Evaluasi,

Laporan secara

Pelaporan dan Tindak berkala hasil
Lanjut Pengelolaan atas pengelolaan
Pengaduan Masyarakat di | pengaduan yang telah
Lingkungan Unit/Satuan | dilakukan;
kerja

Peningkatan Kualitas 1. Penguatan pelayanan prima | Pemetaan jenis - jenis / Informasi jenis jenis

Pelayanan Publik

di lingkungan satuan kerja

produk - produk
pelayanan administrasi
internal kesekretariatan
dan pelayanan eksternal
terkait kepemiluan

produk layanan di
lingkungan KPU Kab
Nganjuk
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INDIKATOR

PELAKSANAAN (BULAN

NO. AREA PERUBAHAN KEGIATAN SUB KEGIATAN KET.
KEBERHASILAN 2 4|5 |6 | 7|8 |9]10]|11]12
1 2 3 4 5 7 911011 |12 | 13|14 | 15| 16 | 17 18
2. Melakukan evaluasi Pelaksanaan

terhadap jenis layanan
baik internal maupun
eksternal sesuai UU No 25
Tahun 2009 meliputi :

1) Dasar Hukum

2) Persyaratan Layanan
3) Sistem, mekanisme dan
prosedur layanan

4) Jangka waktu
penyelesaian layanan

5) Biaya/tarif

6) Produk layanan

7) Sarana prasarana

8) Kompetensi
pelaksanaan

9) Pengawasan internal
10) Penanganan
pengaduan saran dan
masukan

11) Jumlah pelaksanaan
12) Jaminan pelayanan
13) Jaminan keamanan
14) Evaluasi kinerja
pelaksanaan

rekomendasi hasil
evaluasi terhadap
setiap jenis layanan
internal dan
eksternal/ upaya
pemenuhan terhadap
14 komponen standar
pelayanan (reviu dan
perbaikan standar
pelayanan). Tools
evaluasi menggunakan
Peraturan Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Nomor 17 Tahun 2017
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NO. AREA PERUBAHAN KEGIATAN SUB KEGIATAN K];gEDlI!KHngI)Il?AN PELAKSANAAN (BULAN KET.
2 4| 5|6 | 7|89 10|11 |12
1 2 3 4 5 7 9(10| 11 (12|13 |14 | 15| 16 | 17 18
2. Mendorong inovasi di sektor | 1. 1) Indeks kepuasan
pelayanan kepemiluan dan Menciptakan/Melakukan layanan dari survei
administrasi di lingkungan deregulasi pelayanan
satuan kerja pelayanan/menerapkan 2) Adanya
Inovasi yang mendorong regulasi/deregulasi

perbaikan pelayanan
dalam hal:

1) Kesesuaian
Persyaratan

2) Kemudahan Sistem
Mekanisme dan Prosedur
3) Kecepatan Waktu
Penyelesaian

4) Kejelasan Biaya:
Gratis/Berbayar

5) Kualitas produk
spesifikasi jenis
pelayanan

6) Kompetensi
pelaksanaan

7) Perilaku petugas

8) Kualtias sarana dan
prasaran

9) Penanganan,
pengaduan, dan saran

kebijakan pelayanan
3) Adanya SOP
Pelayanan

4) Informasi kepada
publik terkait biaya
layanan

5) Informasi jenis-
jenis pelayanan di
lingkungan satuan
kerja

6) Tersedianya
pelayanan berbasis
teknologi dan
informasi

2. Melakukan evaluasi
dan perbaikan terhadap
inovasi layanan

1) Adanya tindak
lanjut hasil evaluasi
2) Pelaksananaan
tidak lanjut hasil
evaluasi

3. Upaya mendorong
replikasi inovasi yang
berdampak baik pada
pelayanan ke unit
kerja/satuan kerja;

1) Adanya sosialisasi
inovasi

2) Benchlearning dari
unit lain terkait
inovasi




3. Pembangunan zona hijau
pelayanan publik

17-

Membangun dan
menerapkan variabel dan
indikator zona hijau
pelayanan publik

1 Standar pelayanan

1) Persyaratan layanan

2) Sistem Mekanisme
Prosedur

3) Produk layanan

4) Jangka waktu
penyelesaian

5) Biaya/tarif
2. Maklumat pelayanan
3. Sistem informasi
pelayanan publik
4. Saranan prasarana
dan fasilitas
5. Pelayanan khusus
kepada pengguna
bekebutuhan khusus
6. Pengelola pengaduan
7. Penilaian Kinerja
berupa sarana
pengukuran kepuasan
langganan dan survei
pelayanan
8. Visi misi dan motto
pelayanan
9. Atribut pelayanan
10. Pelayanan terpadu
satu pintu

1) Tersedianya standar
pelayanan

2) Tersedianya
maklumat pelayanan
3) Tersedianya sistem
informasi pelayanan
4) Tersedianya sarana
dan prasarana yang
layak

5) Tersedianya
pelayanan khusus
berupa sarana dan
layanan

6) Tersedianya sarana
berkaitan dengan
prosedur

7) Tersedianya survei
sarana pengukuran
kinerja

8) Tersedianya visi
misi motto pelayanan
9) Dapat terlihatnya
atribut pelayanan

10) Tersedianya
pelayanan satu pintu

4. Penerapan partisipasi publik
dalam pelayanan publik

1. Pembangunan Kerja
Sama

2. Pelibatan masyarakat
dalam kegiatan pemilu

1. Jumlah kerjasama
2. Jumlah kegiatan
yang melibatkan
masyarakat
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Pembangunan dan Adanya pemberian
pelaksanaan reward dan reward dan
punishment dalam punishment dalam
pelayanan internal dan pelayanan

eksternal

5. Penerapan reward and
punishment dalam
penyelenggaraan pelayanan

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 25 Januari 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya PUJIONO
“Sekretariat
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